Menimbang :

Mengingat

BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

bahwa untuk dengan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat

(1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021,

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerna
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
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10.

11

12.

13.

14.

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yvang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 226);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks
Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1035);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 164 1);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
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15.

16.

L7,

18.

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 63);
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11);

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2020
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Wilayah
Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2020 Nomor 22);

Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 27 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor
47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yvang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
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10.

11.

12.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum
vang memiliki batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yvang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa vang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahanan Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk

dibiayai dengan Dana Desa.
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13.

14.

15.

16.

17

18.

19,

20.

21.

22,

Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada
setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Alokasi Formula adalah alokasi vang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
status desa tertinggal dan sangat tertinggal, vang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki
penilaian hasil kinerja terbaik.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa
adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa, dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
Bank yvang ditetapkan.

Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam
vaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga
mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan dan kejiwaan atau psikologi manusia.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bertugas
pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu
di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak

ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
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(2)

(4)

(1)

(2)

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 berjumlah 101
Desa.
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara
merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kinerja;

d. Alokasi Formula
Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
Desa penerima Dana Desa Tahun 2021.
Jumlah Dana Desa Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp. 86.868.818.000,-

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan daftar Desa penerima Alokasi Dasar yang
disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan kepada Bupati.
Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
a. Rp 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk
101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
b. Rp 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk

1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa.
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(1)

(2)

(3)

(3)

Pasal 4

Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

AA Desa = (0,01 x DD) / {{2 x DST) + (1 x DT)}

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumilah
penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk

miskin tinggi.
Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.
Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan berdasarkan daftar Desa penerima Alokasi Afirmasi yang
disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c
dibagi Kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan
Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan
capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.

Jumlah Desa yang menerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa di
Kabupaten Barito Timur.

Besaran Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2
ditetapkan berdasarkan daftar Desa penerima Alokasi Kinerja yang
disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan kepada Bupati.
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Pasal 6

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan

d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihitung dengan menggunakan rumus:
AF Desa = {(0,10 x Zl} + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} x AF Kab

Keterangan:

AF Desa
Z1

22

Z3

ZA

AF Kab

i

Alokasi Formula setiap Desa

rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Daerah kabupaten Barito Timur

rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Daerah kabupaten Barito Timur
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Daerah kabupaten Barito Timur

rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten
Barito Timur

Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten Barito Timur

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur

Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran [ dan lampiran Il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke
RKD melalui RKUD. |
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(2)

(3)

(4)

Penyvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dari Bupati.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a.tahap 1 sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa

setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari;

9. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampali
dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dengan rincian:

1.40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam
sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret;

9 kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan
keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap lll sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:

1.20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan
Juni;

9 kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk
bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan

kedua belas.
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Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati
secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka
1 berupa :

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa;

2. peraturan Desa mengenai APBDes;

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka
1 berupa :

i.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh
lima persen) dari Dana Desa tahap [ yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT desa atau peraturan kepala Desa mengenai
penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana
Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang
berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke
RKUD; dan
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2019; dan
c. tahap Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c
angka 1 berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap 1l menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen)
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(3)

(6)

dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit

sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap Il

yang telah disalurkan;

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun

anggaran sebelumnya.
Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020
selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran
2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala
Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
vang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.
Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga
ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai
perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
Desa.
Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan  surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf ¢ angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan.
Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c¢ dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum
memenuhi input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan
tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.
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(10)

(11)

(1)

(2)

(3)

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau
dokumen fisik (hardcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah
dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 10

Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampal
dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf
a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima
manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan
untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa Tahap Il untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampal
dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) huruf ¢ angka 2 untuk bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah
Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya.

Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN].

Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan

paling lambat tanggal 31 Desember.
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(6)

(8)

(10)

(11)

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
berkenaan.

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana
Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan
peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring
Qistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat
tanggal 31 Desember.

Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak
dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk
bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat
dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan
lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 11

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa me
nyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara
lengkap dan benar dengan ketentuan :

a. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap I meliputi :

1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap [;

s T
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2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I;
3. Peraturan Desa Tentang APBDesa.
b. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap II meliputi :

1. surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap Il;

2. surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II;

3.laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran (Output) Dana
Desa Tahun Anggaran Sebelumnya;

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap
I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen] dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen|
dari Dana Desa tahap | yang telah disalurkan;

5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD
antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

c. Dokumen usulan penyaluran Dana Desa tahap Il meliputi :

1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I1I;

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap III;

3.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap Il menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap Il yang telah disalurkan;

4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun
sebelumnya.

(2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020
selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran
2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala
Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per

bulannya.
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(5)

(6)

(1)

(3)

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b angka 4
dan huruf ¢ angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan
permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan
pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu

pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Pasal 12

Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1), disalurkan dengan ketentuan:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a
dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap
bulan vang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan sebelumnya kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data
jumlah realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa Tahap IlI untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data
jumlah realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya

kepada Bupati.
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(5)

(6)

(7)

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga
bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5, Kepala Desa menyampaikan
perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat
minggu ketiga bulan Desember.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 13

Dokumen usulan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 harus dilengkapi dengan Surat Pengantar Camat yang disampaikan kepada

Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial

Kabupaten Barito Timur.

(2)

Pasal 14

Rincian Dana Desa vang diterima Desa Tahun Anggaran 2021,

dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2021.

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan APBDesa yang

rincian lampirannya disusun dengan menggunakan Aplikasi Sistem

Keuangan Desa.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(3)

(5)

Pasal 15

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tidak
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa
di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam SPP dan SPM.

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan

nonanggaran.
Pasal 17

Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
penerbitan SPP.
Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Sufat Perintah
Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.
Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan Penerbitan SPP dan SPM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
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(©)

(7)

(8)

(1)

(2)

3)

(4)

(6)

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar
konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D
hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Tata Cara penerbitan SPP, SPM, SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan
pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, berupa jaring
pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdavaan usaha mikro kecil
dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa
melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya
pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan
perbaikan fasilitas kesehatan.

Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT
Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.




(2)

(3)

(4

Pasal 19

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya (earmarket)
di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) yang merupakan kewenangan Desa.
Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung
Tunai Desa.
Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19]
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pos komando
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pos
jaga di Desa.
Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi :
a. pencegahan;
b. penanganan;
c. pembinaan; dan
d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) di tingkat Desa.
Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa
berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas
kegiatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Gubernur dan Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai dari

Dana Desa.




(2)

(3)

(4)

(6)

Pasal 20

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga
penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa
bersangkutan,

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program
bantuan sosial Pemerintah lainnya.

Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk
kebutuhan pembelian pupuk.

Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Desa.

Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dari Kementerian Sosial.

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama
sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT
Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk
BLT Desa setiap bulan.

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa
diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di

Desa.
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(10)

(11)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan
Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa.

Ketentuan mengenai Kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data
keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis
vang ditetapkan oleh Bupati.
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara
swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat
Desa setempat.

Pasal 22

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada

saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 23

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk
BLT Desa.

Pemerintah  Daerah  bertanggung jawab terhadap Kketercapaian
kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen

persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah
Desa.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BABV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan atas
pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
b. penyaluran Dana Desa;
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa;
e. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 25

Pemantauan terhadap penerbitan Peraturan Desa men genai APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan untuk
menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.

Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Perangkat Daerah
terkait dan Kecamatan meminta Desa untuk melakukan percepatan

penetapan peraturan Desa mengenai APBDesa.
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Pasal 26

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui

RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilaksanakan

untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 27

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan
stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf ¢ dan
huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa
tahun anggaran berjalan.

Dalam hal Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta kepada Desa
untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Bupati melalui Dinas terkait dapat berkoordinasi dengan Desa untuk
proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).
Pasal 28

Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui :

a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Kepala
Desa ke RKUD;

b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan oleh Bupati
ke RKUN meliputi:

1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD:;

9 sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2019;
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(2)

(3)

(4)

(2)

c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum
selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap Il Tahun Anggaran
2020;

d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.

Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap Il Tahun Anggaran
2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kepala Desa dan Bupati.

Qisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai
diperhitungkan di tahan [II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa Tahap
Il atau penyaluran Dana Desa Tahap Il untuk Desa berstatus Desa
mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa.

Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d yang tidak dianggarkan kembali akan
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa Tahap II untuk Desa
berstatus Desa mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal Dana Desa Tahap Il Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), (3),dan ayat (4) tidak mencukupi selisih sisa Dana
Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa Tahap [ Tahun
Anggaran 2022.

Pasal 29

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf ¢ dengan melakukan
pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang
akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dengan meminta
penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat
meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan

pemeriksaan.

PARAF

TR LTI,

mag Huk ko214 090 1ASS. . L. | SEKDA

CCT T

e e A R S A W e M 4




(5)

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan
dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan
Desa, berupa:
a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan
sebagai tersangka; atau
b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan
status hukum.
Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara  hukum
penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati
menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa
kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
atau
b.surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat
rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap
berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan

Bupati atau kementerian/lembaga terkait.
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(7)

(1)

(4)

(7)

Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Dsea tahap III atau Dana Desa
Tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri Tahun Anggaran berjalan
disalurkan, penvaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran berikutnya

dihentikan.

Pasal 31

Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana
Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian
penyaluran Dana Desa.

Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian
penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan.

Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] diterbitkan setelah terdapat
pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka,
dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari
kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tabun
anggaran berjalan.

Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk
tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut
telah dialokasikan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan
dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi

dari kementerian / lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

B




(1)

(2)

(1)

menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan
disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan

Bupati kota atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 32

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9
(sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi
pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa
yang akan disalurkan pada tahap Il Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa vang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran setiap bulannya.

Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OMSPAN).

Pasal 33

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua
belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana
Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap Il Tahun Anggaran 2022.

Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima

manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
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(3)

(4)

(4)

(5)

Hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat
penyaluran Dana Desa tahap I pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 34

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap
L.
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap
I
d.laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
Anggaran sebelumnya.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan pada bulan Januari.
Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disampaikan pada paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada

Bupadti.




(3)

(4)

(5)

BAB VIIL
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan
evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

Pemantauan dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat
dibantu oleh Tenaga Pendamping Professional.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan
Sosial disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial melakukan tugas
pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui
fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan

program pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 36

Pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat
Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 37

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Dana
Desa berdasarkan hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional atau aparat
pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal Q e <t 2021

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.X. MEBAS

e

Paraf Koo-dinagi
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Diundangkan di Barito Timur E
pada tanggal 2 Viare ' 2021 '. g
\
SEKRETARIS DAERAH :
. ]
KABUPATEN BARITO TIMUR, jaoPuD | A, |
E_ 6 | Seletaris | Kzhid]_ /5%
i f}‘ Kasi 1

AERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR <8 o
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Pagu DD Tahun Anggaran 2021

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 2
TENTANG

TAHUN 2021

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA KABUPATEN BARITO
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

No. Kecamatan Nama Desa e o i
Desa
(1) (2) (3 4}
3 Dusun Timur Pulau Patai 926.007.000
2 Dusun Timur Sarapat 768.671.000
3 Dusun Timur Magantis 896.854.000
4 Dusun Timur Jaar 927.634.000
5 Dusun Timur Matabu 870.422.000
6 Dusun Timur Dorong 800.960.000
7 Dusun Timur Didi 723.258.000
g Dusun Timur Karang Langit 696.045.000
9 Dusun Timur Haringen 784.933.000
10 Dusun Timur Jaweten 813.163.000
11 Dusun Timur Matarah 782.194.000
12 Dusun Timur Maragut 719.988.000
13 Dusun Timur Mangkarap 812.763.000
14 Dusun Timur Gumpa 824.429.000
15 Dusun Timur Sumur 721.290.000
16 Dusun Timur Harara 810.513.000
17 Banua Lima Kandris 818.134.000
18 Banua Lima Banyu Landas 673.541.000
19  |Banualima Bagok 743.625.000
20 Banua Lima Bamban 868.724.000
21 Banua Lima Tewah Pupuh 1.146.357.000
22 Banua Lima Gudang Seng 958.586.000
23 Patangkep Tutui Pulau Padang 703.889.000
24 Patangkep Tutui Kambitin 667.807.000
25 Patangkep Tutui Ramania 755.014.000
26 Patangkep Tutui Bentot 910.983.000
27 Patan&kep Tutui Ampari Bura 894.245.000
28 Patangkep Tutui Kotam 953.328.000
29 Patangkep Tutui Betang Nalong 723.108.000
30 Patangkep Tutui Mawani 730.905.000
31 Patangkep Tutui Jango 775.529.000
32 Patangkep Tutui Lalap 945.691.000
33 Awang Janah Jari 836.053.000
34 Awang Bangkirayen 702.264.000
35 Awang Hayaping 885.010.000
36 Awang Tangkan 764.641.000
37 Awang Wungkur Nanakan 765.899.000
38 Awang Ampari 744.385.000
39 Awang Apar Batu 787.239.000
40 Awang Biwan 699.420.000
41 Awang Janah Mansiwui 713.854.000
42 Awang Danau 790.773.000
43 Awang Pianggu 1.036.355.000
44 Dusun Tengah Saing 694.243.000
45 Dusun Tengah Rodok 1.138.953.000
46 Dusun Tengah Ampah Il 724.313.000
47 Dusun Tengah Putai 1.005.165.000
48 Dusun Tengah Netampin o 1.052.136.000
49 Dusun Teng 978.764.000
50 Dusun Teng 959.194.000
51 Dusun Tenga %u.,um?ﬁ {Pam 936.088.000
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1.948.661.000

52 Pematang Karau Muara Palantau
53 Pematang Karau Ketab 1.152.856.000
54 Pematang Karau Kupang Bersih 1.695.059.000
55 Pematang Karau Tuyau 877.053.000
56 Pematang Karau PinangTunggal 737.763.000
57 Pematang Karau Nagaleah 845.454.000
58 Pematang Karau Lampeong 909.581.000
59 Pematang Karau Bararawa 1.129.315.000
60 Pematang Karau Bambulung 1.145.683.000
61 Pematang Karau Lebo 924.218.000
62 Pematang Karau Muru Duyung 741.170.000
63 Pematang Karau Tumpung Ulung 822.720.000
64 Pematang Karau Sumber Rejo 753.784.000
65 Paju Epat Juru Banu 917.129.000
66 Paju Epat Telang Baru 1.143.313.000
67 Paju Epat Tampulangit 8§12.353.000
68 Paju Epat Telang 914.765.000
69 Paju Epat Maipe 1.031.358.000
70 Paju Epat Murutuwu $98.202.000
71 Paju Epat Balawa 968.677.000
72 Paju Epat Kali Napu 750.695.000
73 Paju Epat Siong 1.010.004.00D
74 Raren Batuah Puri 823.755.000
75 Raren Batuah Lenggang 877.629.000
76 Raren Batuah Batuah 1.049.465.000
77 Raren Batuah Unsum 818.463.000
78 Raren Batuah Baruyan 803.942.000
79 Raren Batuah Turan Amis 753.176.000
80 Raren Batuah Malintut 796.518.000
81 Raren Batuah Tangkum 733.753.000
82 Raren Batuah Sibung 834.053.000
83 |Paku Tampa 816.501.000
84 Paku Kalamus 1.089.733.000
85 Paku Simpang Bingkuang 724.124.000
86 Paku Patung 741.851.000
87 Paku Runggu Raya 800.656.000
88 Paku Bantai Napu 786.037.000
89 Paku Tarinsing 659.150.000
90 Paku Paku Beto 754.299.000
91 Paku Gandrung 805.770.000
92 Paku Pangkan 866.430.000
93 Paku Kupang Baru 668.697.000
94 Paku Luau Jawuk 719.589.000
95 Karusen Janang Dayu 573.468.000
96 Karusen Janang Wuran 906.994.000
97 Karusen Janang_ Ipu Mea 739.344.000
o8 Karusen lanang Lagan 714.053.000
99 Karusen Janang Putut Tawuluh 767.085.000
100 Karusen Janang Simpang Naneng 681.254.000
101 Karusen lanang Kandris 669.837.000
86.868.818.000

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS




